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PERATURAN BUPATI BANDUNG 

 
NOMOR 66  TAHUN 2016 

 
TENTANG 

NAMA-NAMA JABATAN FUNGSIONAL UMUM  

YANG MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANDUNG, 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja Organisasi 
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Bandung yang didukung oleh pegawai Aparatur Sipil 
Negara yang profesional, serta mampu melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya secara optimal, diperlukan 
alokasi Jabatan Fungsional Umum yang melaksanakan 

tugas tertentu, sesuai dengan bidang tugas; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum 
yang melaksanakan tugas tertentu di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bandung. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 

mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 

Nomor 2851); 

  2. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494); 
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  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587)  sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil(Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5258); 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008, 

tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di lingkungan 
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Evaluasi Jabatan; 

  10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik 
Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; 

  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di 

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah 
Daerah; 

  12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 

Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi 
Pemerintah; 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 
Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2007 Nomor 17); 
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  14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 
Nomor 19); 

  15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 
2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah 

Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2007 Nomor 20) Sebagaimana Telah 
diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan 
Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 
Nomor 23); 

  16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 

tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis 
Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 1); 

  17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 22 Tahun 

2007 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan 
Kelurahan di Wilayah Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 22); 

  18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 
2008, tentang Rumah Sakit Umum Daerah  Kabupaten 

Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 25 Tahun 
2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bandung Nomor 5 Tahun 2008 tentang 

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 

Nomor 25); 

  19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 

2010 Tentang Pembentukan Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 11); 

  20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 
2011 tentang Penataan Organisasi dan Kelembagaan 

Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2011 Nomor 6); 
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21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 

2012 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2012 Nomor 24 ); 

  22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 

2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 
Nomor 12); 

  23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4); 

  24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 

Bandung Tahun 2008 Nomor 5)sebagaimana telah  
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Ketiga atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2015 Nomor 65); 

  25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 6 Tahun 2008 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga 

Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah 
Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 6) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 22 Tahun 
2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, 
Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah 

Kabupaten Bandung; 

  26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 7 Tahun 2008 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Di Wilayah Kabupaten 
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 

2008 Nomor 7); 

  27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 

Tentang Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung(Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 28) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 

2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan 
Bupati Bandung Nomor 28 Tahun 2008 Tentang 

Penetapan Jabatan Fungsional di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Bandung(Berita Daerah 

Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 49); 
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  28. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009, 
tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja 
Rumah Sakit Umum Daerah  Kabupaten Bandung 

(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 
1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati 

Bandung Nomor 38 Tahun 2009 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah 
Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung (Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 38); 

  29. Peraturan Bupati Bandung Nomor 31 Tahun 2010 
tentang Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus 

Korps Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bandung (Berita 
Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 31); 

  30. Peraturan Bupati Bandung Nomor 53 Tahun 2010 
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung 

(Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 
53); 

  31. Peraturan Bupati Bandung Nomor 59 Tahun 2011 
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah 

Sakit Umum Daerah Kelas B Majalaya Kabupaten 
Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 
2011 Nomor 59); 

  32. Peraturan Bupati Bandung Nomor 29 Tahun 2012 
tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten 
Bandung Tahun 2012 Nomor 29); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NAMA-NAMA JABATAN 

FUNGSIONAL UMUM YANG MELAKSANAKAN TUGAS 
TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 

BANDUNG 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Definisi 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati  ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten 
Bandung. 
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3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
OPD adalah organisasi yang dipimpin oleh Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah yang kedudukannya 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah dan atu di bawah 

koordinasi Bupati. 

4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN 

adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada 
instansi pemerintah; 

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 
disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan 

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang 
diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 

diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas lainnya dan digaji berdasarkan 
peraturan perundang – undangan; 

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS 
adalah mereka yang telah memenuhi syarat yang 

dalam peraturan perundang-undangan berlaku 
diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh 

pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara 
lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan digaji menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi 

negara; 

8. Jabatan Fungsional Umum adalah sekelompok jabatan 
dibawah jabatan struktural eselon IV atau eselon V di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung; 

9. Jabatan Fungsional Umum Yang Melaksanakan Tugas 

Tertentu adalah kedudukan yang menunjang tugas, 
tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 

ASN dalam rangka menjalankan tugas pokok dan 
fungsi, keahlian atau keterampilan yang bersifat 
spesifik untuk mencapai tujuan organisasi tanpa 

harus memenuhi angka kredit; 

10. Rincian Tugas Jabatan adalah paparan atau 

bentangan atas semua jabatan yang merupakan upaya 
pokok yang dilakukan pemangku jabatan dalam 

memproses bahan kerja menjadi hasil kerja, dengan 
menggunakan perangkat kerja dan dalam kondisi 
pelaksanaan tugas tertentu; 

11. Syarat jabatan adalah syarat yang harus dipenuhi atau 
dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu 

jabatan dan merupakan tuntutan kemampuan kerja 
yang ditunjukkan dengan keahlian atau keterampilan 

kerja yang identifikasi dari pemilikan pengetahuan 
kerja, pendidikan, pelatihan, pengalaman kerja dan 
kemapuan dari aspek psikologis dan kekuatan fisik. 
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Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

 
(1) Maksud dari penetapan nama-nama Jabatan 

Fungsional Umum yang melaksanakan tugas tertentu 
adalah dalam rangka peningkatan profesionalisme 

pegawai untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah; 

 

(2) Tujuan dari penetapan nama-nama Jabatan 
Fungsional Umum yang melaksanakan tugas tertentu 

adalah untuk memberikan kedudukan,peran,tugas 
dan tanggung jawab yang jelas kepada setiap pegawai. 

 
 

BAB II 

NAMA DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL 
UMUM YANG MELAKSANAKAN TUGAS TERTENTU  

Pasal 3 

 

(1) Jabatan Fungsional Umum yang melaksanakan Tugas 
Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari 
18 (delapan belas) jenis jabatan dengan nama dan 

rincian tugas jabatan sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I dan II dan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

(2) Penetapan nama Jabatan Fungsional Umum yang 
melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), berdasarkan hasil Analisis Jabatan dan 

Analisis Beban Kerja serta disesuaikan dengan 
prioritas kebutuhan dan kemampuan keuangan 

daerah. 
 

(3) Rincian tugas Jabatan Fungsional Umum yang 
melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), disusun berdasarkan spesifikasi tugas 

dan pekerjaan masing-masing jabatan dan merupakan 
pedoman bagi para pemangku jabatan untuk 

melaksanakan tugas dan fungsinya, serta sebagai 
acuan bagi pejabat kepegawaian dalam 

mempertimbangkan pengangkatan dalam jabatan. 
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BAB III 

PENUNJUKAN DALAM JABATAN 

Pasal 5 

 

(1) Dalam hal Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) belum 
ditetapkan, penunjukan dalam Jabatan Fungsional 

Umum yang melaksanakan tugas tertentu 
mempertimbangkan : 

a. Latar belakang pendidikan; 

b. Pengalaman kerja; 

c. Riwayat kediklatan; 

d. Kompetensi pegawai; 

e. Ketersediaan pegawai pada OPD. 

(2) Penunjukan pegawai ASN dalam Jabatan Fungsional 
Umum yang melaksanakan tugas tertentu ditetapkan 
oleh Keputusan Bupati. 

 
 

BAB IV 

TUNJANGAN JABATAN 

Pasal 6 

 

(1) Jabatan Fungsional Umum yang melaksanakan tugas 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 
diberikan tunjangan tambahan penghasilan, sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

(2) Pemberian Tunjangan tambahan penghasilan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak 
yang bersangkutan ditunjuk sebagai Jabatan 

Fungsional Umum yang melaksanakan tugas tertentu. 
 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung. 

 
 

 Ditetapkan di Soreang 
 pada tanggal 24 November 2016 

 
 PENJABAT BUPATI BANDUNG, 
  

  
 ttd 

  
  

 PERY SOEPARMAN 
  
Diundangkan di Soreang  

pada tanggal 24 November 2016 
 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANDUNG, 

 

  
ttd  

  

  
SOFIAN NATAPRAWIRA  

  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR 68 

 

 


